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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);   

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan  Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656)  sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6547); 

  3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 377); 

  6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang  Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

  7.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1160); 
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  8.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN KULON 

PROGO TENTANG PROGRAM INOVASI KAWRUH KEPEMILUAN 

DAN ENAM PULUH DETIK DALAM PEMILIHAN UMUM KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO. 

KESATU : Menetapkan Program Inovasi Kawruh Kepemiluan dan Enam 

Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kulon Progo. 

KEDUA : Program Inovasi Kawruh Kepemiluan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU adalah kegiatan penyampaian 

pengetahuan dan/atau informasi kepemiluan serta 

pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum 

secara lengkap dan akurat dalam bentuk forum pertemuan. 

KETIGA : Tujuan Program Inovasi Kawruh Kepemiluan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut: 

a. menjamin penyebarluasan dan peningkatan pengetahuan 

dan/atau informasi kepemiluan serta pelaksanaan tugas 

kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum bagi seluruh 

personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; 

b. meningkatkan pemahaman personel Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kulon Progo mengenai kepemiluan dan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan 
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c. menjadi media optimalisasi peran personel Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam 

penyampaian materi atau sebagai narasumber. 

KEEMPAT : Luaran dan waktu pelaksanaan Program Inovasi Kawruh 

Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA 

meliputi:  

a. penyampaian informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan 

serta kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum melalui 

penyelenggaraan forum tatap muka yang dilaksanakan 

setiap hari Kamis; dan 

b. penyajian materi oleh narasumber yang berasal dari seluruh 

personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo 

secara bergantian. 

KELIMA : Program Inovasi Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 

kegiatan penyebarluasan informasi dalam rangka sosialisasi 

kepada masyarakat luas melalui pembuatan video berisi konten 

informatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi 

informasi, yang diunggah melalui platform media sosial resmi 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan durasi 

paling lama enam puluh detik. 

KEENAM : Tujuan Inovasi Video Enam Puluh Detik dalam Pemilihan 

Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah 

sebagai berikut:  

a. sebagai media penyebarluasan informasi dalam mendukung 

platform media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi internet; 

b. sebagai alternatif media edukasi dan sosialisasi kepemiluan 

serta ketugasan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum 

yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 

c. untuk menjangkau pemberian layanan informasi 

kepemiluan dan ketugasan kesekretariatan Komisi 

Pemilihan Umum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat 

kepada pengguna media sosial; 

d. untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

informasi dan istilah kepemiluan serta ketugasan 
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